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PENETAPAN
Nomor 513/Pdt.G/2020/PA.Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Diah Mariyati Binti M. Zainuddin, tempat dan tanggal lahir Kediri, 13 Maret 1973,
agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Danau Semayang, Rt 023,
No. 15, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda
Kota, Kota Samarinda; sebagai Penggugat;

melawan

Sri Widhianto, S.H. Bin H. Saleh Achmad, tempat dan tanggal lahir Balikpapan,
25 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I,
tempat kediaman di Jalan Danau Semayang, Rt 023, No. 15,
Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota
Samarinda sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 03 Maret 2020
telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 513/Pdt.G/2020/PA.Smd, tanggal
03 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada
tanggal 02 Juli 2000, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Provinsi
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Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :
217/10/V11/2000 tanggal 04 Juli 2000;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di jalan Danau Semayang
Kota Samarinda selama 20 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
dikaruniai 1 anak bernama Randy Al-Ghaffaru lahir di Samarind tanggal 30
Juli 2009 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat
dan Tergugat;

4. Bahwa sejak bulan April tahun 2019, rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat
terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan
Tergugat menjalin hubungan sama perempuan lain, hal tersebut diketahui
dari isi chat mesra dengan perempuan lain, selain itu juga Penggugat
sering menemukan kondom di tas Tergugat, hal tersebut langsung
ditanyakan kepada Tergugat apakah benar Tergugat telah menjalin
hubungan sama perempuan lain, Tergugat mengakui dan benar Tergugat
telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, hal yang demikian
membuat Penggugat tidka ingin lagi bersama Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar untuk mempertahankan
keutuhan rumah tangga demi anak-anak Penggugat dan Tergugat serta
dengan harapan Tergugat mau memperbaiki diri dan merubah sikap dan
sifat buruknya tersebut, namun Tergugat tidak mau menunjukkan i&€™tikad
baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2019, yang akibatnya
Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang tempat di rumah kediaman
bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak
pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat

menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan
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bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke
Pengadilan Agama Samarinda.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada

Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatukan putusan yang amarnya

sebagai berikut:

PRIMER
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Sri Widhianto,
SH Bin H. Saleh ) terhadap Penggugat, (Diah Mariyati Binti m.
Zainuddin);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya

perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
SUBSIDER
Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat
dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan
Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator
Alfitri, S.Ag., M.Ag., LLM., Ph.D Mediator Bersertifikat yang beralamat di JALAN
Ir, H. Juanda Samarinda;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan
berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 17
Maret 2020 dan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya yang

disetujui oleh Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

penetapan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah
seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil
mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaiannya,
Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena
perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara
Nomor 513/Pdt.G/2020/PA.Smd dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan Penggugat untuk membyar biaya perkara sejumlah
Rp266000,00 ( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah ).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 April 2020
Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya’ban 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H.
Syahruddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.l. dan
Dra. Juraidah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
Kartika Cahya Robiyulina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
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Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. Drs. H. Syahruddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Juraidah
Panitera Pengganti,

Kartika Cahya Robiyulina, S.H.
Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp170.000,00
4. Redaksi Rp 10.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp266.000,00

( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah )
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